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Abstrak : CV. Family sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang yang 
dikenakan PPN, seperti pada umumnya melakukan pembelian dengan Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PPN 
dan PPN kurang bayar atau lebih bayar telah sesuai dengan UU PPN No. 42/2009 dan UU PPN No. 
18/2000. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Perusahaan akan mencatat, 
memperhitungkan dan melaporkan penyerahan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Perhitungan PPN yang dibuat oleh 
perusahaan merupakan dasar bagi laporan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan perpajakan 
bagi perusahaan. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa penerapan PPN dalam perhitungan dan 
pelaporan CV. Family telah hampir sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku dan melalui 
penerapan PPN ini, yaitu adanya pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak yang dipungut PPN 
sehingga dari selisih jumlah Pajak Masukan dengan jumlah Pajak Keluaran menghasilkan PPN 
Kurang/Lebih Bayar pada setiap akhir bulan, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 
2009 Pasal 9. 
 
Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak Keluaran. 
 
Abstract : CV. Family as a company engaged in the trade of goods subject to VAT, as in general make a 
purchase with Input Tax which may be credited and not credited. The purpose of this study is to know 
whether  the application of VAT and VAT underpayment or overpayment in accordance with Law of VAT  
No. 42/2009 and Law of VAT No. 18/2000. This study used a qualitative descriptive method. The 
Company will record, account for and report the delivery of value added tax in the Notice Period of 
Value Added Tax (VAT Period SPT). VAT calculations made by the company are the basis for the reports 
required to implement tax laws for companies. Conclusion is that the application of VAT in the 
calculation and reporting of CV. Family was almost in accordance with the VAT Act applied and through 
the application of VAT, namely the purchase and sale of taxable goods  so that the sum of the difference 
by the number of Input Tax to Output Tax generate VAT Less / More Pay at the end of each month, it is in 
accordance with the Law of  VAT No. 42 of 2009 Article 9. 
 
Keywords : Value Added Tax (VAT), Input Tax, Output Tax. 
 
 
I    PENDAHULUAN 
 
        Sistem yang dianut dalam perpajakan 
Indonesia adalah sistem self assesment. 
Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan 
kepercayaan untuk menghitung, menyetor, 
dan melaporkan sendiri kewajiban 
perpajakannya. 
 
        CV. Family adalah perusahaan yang 
bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat 
rumah tangga dan didirikan pada tahun 2001. 
Sebagai perusahaan yang menjual alat rumah 
tangga, transaksi pembelian yang dilakukan 
CV. Family dapat berasal dari Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) dan Bukan Pengusaha 
Kena Pajak (Non PKP). PPN masukan yang 
timbul atas pembelian Barang Kena Pajak 
(BKP) yang berasal dari PKP, dapat 
dikreditkan pada akhir masa pajak. Apabila 
pembelian barang dagangan yang merupakan 
Barang Kena Pajak  berasal dari pemasok 
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yang bukan PKP, maka perusahaan tidak akan 
dipungut PPN Masukan. Sehingga PPN 
Masukan tersebut juga tidak dapat dikreditkan 
dalam penghitungan PPN terutang pada akhir 
masa pajak. Dalam hal PPN Masukan yang 
tidak dapat dikreditkan akan timbul 
kemungkinan terjadinya PPN kurang bayar 
yang lebih besar pada masa pajak tertentu. 
Hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan 
yang dilakukan CV. Family karena harga jual 
menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pihak 
perusahaan harus mampu melaksanakan 
perhitungan dan pelaporan PPN dengan tepat. 
 
Berdasarkan topik tentang Pajak 
Pertambahan Nilai tersebut, penulis berharap 
agar penelitian yang dilakukan akan mampu 
mengidentifikasi dan memberi solusi pajak 
yang muncul di CV. Family serta 
memberikan saran yang diperlukan. Hal ini 
membuat penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai PPN dengan judul skripsi 
“Analisis Perhitungan Dan Pelaporan 
Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. 
Family”. 
 
II  TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1   Definisi Pajak 
 
Menurut Purwono (2010, h.7) pajak 
menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 
tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai: 
“Kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
 
2.1.2   Definisi Pajak Pertambahan Nilai 
 
Menurut UU No.42 Tahun 2009, 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:  
”Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang 
dan jasa, di dalam daerah pabean yang 





2.1.3   Subyek Pajak Pertambahan Nilai  
 
Menurut Resmi (2011, h.5) PPN 
merupakan pajak tidak langsung, artinya 
pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dialihkan kepada orang lain atau pihak 
ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai 
kewajiban memungut, menyetor, dan 
melaporkan PPN terdiri atas: 
1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 
melakukan penyerahan BKP dan/atau 
JKP di dalam Daerah Pabean dan 
melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP 
Tidak Berwujud/JKP. 
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk 
dikukuhkan sebagai PKP. 
 
2.1.4   Obyek Pajak Pertambahan Nilai  
 
Menurut Waluyo (2011, h.16) 
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:  
1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam 
Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
Pengusaha; 
2. Impor Barang Kena Pajak; 
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam 
Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
Pengusaha; 
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud dari luar Daerah Pabean di 
dalam Daerah Pabean. 
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud 
oleh Pengusaha Kena Pajak; 
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 
dan 
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha 
Kena Pajak. 
 
2.1.5   Barang dan Jasa Kena Pajak     
 
Menurut Waluyo (2011, h.12), 
Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang 
berwujud yang menurut sifat atau hukumnya 
dapat berupa barang bergerak atau barang 
tidak bergerak dan barang tidak berwujud 
yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
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 2.1.6   Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
   
        Menurut Sukrisno (2010, h.166) tarif 
PPN umumnya adalah 10%, tetapi dengan 
peraturan pemerintah dapat diubah serendah-
rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. 
 
2.1.7    Saat Dan Tempat Terutang Pajak 
Pertambahan Nilai  
 
        Menurut Waluyo (2011, h.27) 
Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang PPN dan 
PPnBM menyebutkan terutangnya pajak 
terjadi pada saat: 
1. Penyerahan Barang Kena Pajak; 
2. Impor Barang Kena Pajak; 
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak; 
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dari luar Daerah Pabean; 
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean; 
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud; atau 
8. Ekspor Jasa Kena Pajak. 
 
Menurut Waluyo (2011, h.31) 
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 ayat 
(1) Undang-Undang PPn dan PPnBM bahwa 
Direktur Jenderal Pajak diberikan 
kewenangan menetapkan tempat lain sebagai 
tempat pajak terutang.  
 
2.1.8 Dasar Pengenaan Pajak   
Pertambahan Nilai 
 
Menurut Waluyo (2011, h.18) Dasar 
Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual 
atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai 
Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang 
dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak 
yang terutang. 
 
2.1.9   Penghitungan Pajak Pertambahan   
Nilai 
 
Menurut Waluyo (2011, h.21) cara 
menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang 
terutang adalah dengan mengalikan Tarif 
Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% 
untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan 
Dasar Pengenaan Pajak. 
 
2.1.10 Pajak Masukan dan Keluaran 
 
Menurut Muljono (2008, h.61) Pajak 
Masukan adalah: 
Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya 
sudah dibayar oleh PKP karena perolehan 
BKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak 
berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau 
pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean 
dan/atau impor BKP.  
 
Pajak keluaran menurut Muljono 
(2008, h.73) adalah: 
“Pajak Pertambahan Nilai terutang yang 
wajib dipungut oleh PKP yang melakukan 
penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor 
BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud 
dan/atau ekspor JKP”. 
 
2.1.11 Mekanisme Pengkreditan 
 
Menurut Waluyo (2011, h.99) 
mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan: 
1. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh 
Pengusaha Kena Pajak pada waktu 
perolehan atau impor Barang Kena Pajak 
atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat 
dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang 
dipungut Pengusaha Kena Pajak pada 
waktu menyerahkan Barang Kena Pajak 
atau Jasa Kena Pajak. 
2. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap 
Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan 
dalam Masa Pajak yang sama. 
3. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai 
yang harus dibayar dan disetor oleh 
Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, 
terlebih dahulu Wajib Pajak harus 
mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan. 
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak 
Keluaran lebih besar daripada Pajak 
Masukan, maka selisihnya merupakan 
Pajak Pertambahan Nilai yang harus 
dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena 
Pajak ke Kas Negara. 
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, 
tetapi ternyata belum dikreditkan dengan 
Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang 
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sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak 
berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) 
bulan setelah berakhirnya Masa Pajak 
yang bersangkutan sepanjang belum 
dibebankan sebagai biaya dan belum 
dilakukan pemeriksaan. 
 
2.1.12 Faktur Pajak (FP) dan Ketentuan 
Faktur Pajak 
 
Menurut Waluyo (2011, h.83), faktur 
pajak adalah bukti pungutan pajak yang 
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena 
penyerahan Barang Kena Pajak atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti 
pungutan pajak karena impor Barang Kena 
Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai.  
 
        Menurut Waluyo (2011, h.91) 
Ketentuan formal pembuatan Faktur Pajak 
diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang PPN 
dan PPnBM dan ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 38/Pj/2010 
dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 
13/Pj/2010 yang telah diubah dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 
65/Pj/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak No 13/Pj/2010 
Tentang Bentuk, ukuran, Prosedur 
Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, 
Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara 
Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara 
Pembatalan Faktur Pajak. 
 
2.1.13 Surat Setoran Pajak (SSP) 
 
Menurut Resmi (2011, h.31) Surat 
Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terutang ke kas negara melalui Kantor 
Penerima Pembayaran.  
 
2.1.14 Surat Pemberitahuan (SPT) 
Menurut Waluyo (2011, h.31) Surat 
Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh 
wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan pembayaran pajak yang 
terutang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.  
 
Sedangkan yang dimaksud dengan 
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu 
Masa Pajak atau pada suatu saat.  
 
2.1.15 Akuntansi Pajak Pertambahan 
Nilai 
 
Menurut Purwono (2010, h.308) ada 
satu hal yang perlu diperhatikan ketika 
melakukan pencatatan perkiraan PPN, yaitu 
sifat PPN Masukan (PM), jika PM dapat 
dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan 
sebagai uang muka pajak. Sebaliknya jika PM 
tidak dapat dikreditkan, maka pencatatannya 
langsung dibebankan sebagai biaya.  
 
2.2 Penelitian Sebelumnya 
Penelitian ini memiliki 3 (tiga) 
penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya 
tahun 2008, diteliti oleh Yessi Adriani 
Tampubolon dengan judul penelitian Analisis 
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pelaporannya pada PT. Sawah Besar Farma 
Cabang Palembang yang dari hasil penelitian 
menemukan bahwa PT. Sawah Besar Farma 
Cabang Palembang sudah melaporkan secara 
akurat dalam SPT Masa PPN, baik pada Pajak 
Masukan maupun Pajak Keluarannya. 
Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak 
Keluaran dilakukan setiap akhir bulan, yaitu 
setelah dibuatnya rekapitulasi pembelian dan 
rekapitulasi penjualan.  
 
Penelitian sebelumnya tahun 2009, 
diteliti oleh Sekar Arum Sari dengan judul 
penelitian Evaluasi Penerapan dan Pelaporan 
Pajak Pertambahan Nilai pada PT. BR tahun 
2005, 2006, dan 2007 yang dari hasil 
penelitian memberikan kesimpulan bahwa 
evaluasi atas kewajiban perpajakan telah 
sesuai dengan aturan yang berlaku, namun 
terdapat beberapa kesalahan dan 
penyimpangan yang dilakukan oleh PT. BR 
seperti tidak adanya indikasi tidak 
melaporkan faktur pajak pada bulan januari 
2005 atas faktur pajak dengan nomor urut 047 
dan 048, banyak terjadi kesalahan dalam 
pengisian SPT Masa PPN.  
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Penelitian sebelumnya tahun 2011, 
diteliti oleh Andri dengan judul penelitian 
Analisis Pemotongan/Pemungutan, 
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
Pertambahan Nilai pada PT. Healthy World 
tahun 2007, 2008, dan 2009 yang pada hasil 
penelitian menyatakan bahwa PT. Healthy 
World sebenarnya belum melakukan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku, yang berakibat 
terdapat kesalahan-kesalahan seperti terdapat 
faktur pajak standar yang cacat baik Pajak 
Masukan atau Pajak Keluaran yang tidak 
diperbaiki dan tidak meminta perbaikan, dan 
dalam melaksanakan pelaporan dan 
pembayaran perusahaan sering tidak tepat 
waktu yang mengakibatkan adanya sanksi 
perpajakan pada perusahaan.   
 
III METODELOGI PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian  
 
Pendekatan penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dan kualitatif 
yang menggambarkan proses penghitungan, 
penyetoran, dan pelaporan PPN di CV. 
Family untuk mengevaluasi ketepatan 
penerapan PPN untuk masa-masa perubahan  
UU  PPN di mana UU 42/2009 yang baru 
mulai diberlakukan per 1 April 2010. 
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian  
 
Objek penelitian yang digunakan 
peneliti dalam penelitian ini adalah Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) CV. Family pada 
masa perubahan UU PPN       sedangkan 
Subjek Penelitian adalah CV. Family yang 
merupakan perusahaan dagang dan Pengusaha 
Kena Pajak. 
 
3.3 Pemilihan Informan Kunci 
 
        Setelah peneliti memasuki subjek 
penelitian maka informan kunci yang 
berkaitan dalam pengambilan data adalah 
Kepala bagian Administrasi dan karyawan 





3.4 Jenis Data  
 
        Jenis data yang diperoleh berasal dari 
perusahaan berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer yang dihasilkan dalam 
penelitian ini adalah hasil wawancara dan 
observasi sedangkan data sekunder adalah 
hasil studi kepustakaan. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data  
 
        Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
 
1. Wawancara 
Teknik wawancara baru akan dilakukan 
dengan memberikan pertanyaan lisan 
kepada subyek penelitian, apabila terkait 
dengan  informasi yang dirasa tidak dapat 
ditemukan sumbernya dari data yang ada 
.  
2. Teknik Observasi 
Teknik observasi dilakukan dengan 
mengamati dan mencatat informasi secara 
langsung maupun tidak langsung untuk 
memperoleh gambaran kegiatan 
operasional perusahaan yang berkaitan 
dengan penelitian skripsi ini.  
 
3.6 Teknik Analisis data 
  
        Teknik analisis data kualitatif  
digunakan peneliti dalam mengolah dan 
menganalis data sehingga dapat memberikan 
deskripsi atau uraian informasi mengenai 
tahap-tahap aktivitas perhitungan dan 
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. 
Selanjutnya hasil penelitian tersebut 
dibandingkan dengan teori-teori yang berlaku 
dalam membuat kesimpulan dan saran.  
 
IV   HASIL PENELITIAN DAN  
       PEMBAHASAN 
  
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Sejarah Perusahaan 
 
        Pada awalnya perusahaan ini 
berbentuk sebuah toko kecil yang didirikan 
pada tahun 2001 di Jl. Brigjend.H.Abdullah 
Kadir No. 37 (15 Ilir) Ilir Timur I Palembang. 
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4.1.2 Gambaran Aktivitas Usaha 
 
        Aktivitas yang dilakukan oleh CV. 
Family antara lain: 
1. Melakukan pembelian barang dari Pemasok 
2. Menyimpan barang 
3. Menentukan harga jual 
4. Menyediakan informasi barang 
5. Menjual barang kepada konsumen 
6. Melayani konsumen 
7.Transaksi Penjualan dan Penyerahan    
   barang. 
 
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 
 
        Bentuk organisasi yang ada pada CV. 
Family adalah organisasi fungsional, dimana 
masing-masing fungsi dipegang oleh orang 
yang ahli dalam bidangnya. Saluran 
perintahnya mengalir dari pemilik langsung 
kepada masing-masing karyawan, demikian 
juga sebaliknya dengan tanggung jawab yang 
mengalir dari masing-masing karyawan 
kembali ke pemilik. 
 
4.1.4 Visi dan Misi Perusahaan 
 
1. Visi: 
Selalu memberikan dan mengutamakan 
pelayanan terbaik bagi para 
pelanggannya. 
2. Misi: 
Fokus pada kelangsungan usaha, sistem 
manajemen yang efisien dan mengikuti 
kemajuan teknologi dengan didukung 
sumber daya yang andal dan terpercaya. 
 
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Hasil Penelitian 
 
        Dalam melakukan perhitungan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), CV. Family 
mengalikan Tarif PPN dengan Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP). 
 
        Tarif PPN yang dikenakan dalam 
rangka pembelian dan penjualan barang 
adalah tarif umum yaitu sebesar 10% dari 





4.2.1.1 Prosedur Pembelian 
 
        Perusahaan melakukan pembelian 
barang dagangan berdasarkan sistem order 
atau pesanan. Pembelian tersebut sebagian 
besar dilakukan secara kredit. Akan tetapi, 
ada kemungkinan perusahaan juga melakukan 
transaksi pembelian secara tunai.  
        Dalam hal pembelian ini, perusahaan 
lebih banyak melakukan transaksi dengan 
pemasok yang telah dikukuhkan sebagai PKP, 
sehingga pemasok dapat memungut PPN atas 
pembelian tersebut, dan Faktur Pajak yang 
diperoleh dari pemasok dapat menjadi Pajak 
Masukan bagi perusahaan. 
Transaksi Pembelian dari Non PKP 
merupakan pembelian yang dilakukan 
perusahaan dari pemasok yang bukan 
merupakan PKP tidak akan dipungut PPN 
Masukan. PPN Masukan dari transaksi 
pembelian kepada Non PKP tidak dapat 
dikreditkan dalam perhitungan PPN terutang 
pada akhir masa pajak. Sedangkan pembelian 
barang yang tidak bertujuan untuk 
diperdagangkan oleh perusahaan, dan 
digunakan untuk keperluan sehari-hari 
perusahaan akan langsung dibiayakan. 
Kwitansi atas pembelian tersebut diberikan 
kepada bagian administrasi perusahaan untuk 
dilakukan pencatatan. 
 
4.2.1.2 Prosedur Penjualan 
 
CV. Family melakukan transaksi 
penjualan kepada Bukan Pengusaha Kena 
Pajak (Non PKP). Barang yang dijual oleh 
perusahaan adalah Barang Kena Pajak (BKP). 
Penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas 
BKP karena suatu perjanjian. Dalam hal ini 
meliputi transaksi jual beli. Dalam perjanjian 
jual beli dapat terlihat jelas bahwa, barang 
diserahkan di tempat penjualan eceran berupa 
toko dengan cara penjualan yang dilakukan 
secara tunai kepada konsumen akhir maupun 
secara kredit kepada toko kecil tanpa adanya 
perantara. 
 
4.2.1.3 SPT Masa PPN 
 
Untuk perhitungan PPN Kurang 
Bayar atau Lebih Bayar, CV. Family 
mencatat ke dalam pembukuan dengan 
menjumlahkan transaksi pembelian dan 
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transaksi penjualan yang terjadi dalam bulan 
tersebut. Kemudian dari total transaksi 
pembelian dan total transaksi penjualan 
dikenakan tarif 10% sehingga dari selisih total 
tersebut diperoleh PPN Kurang/Lebih bayar.  
Adapun PPN Kurang Bayar tahun 2009 Rp. 
8.222.690 dan tahun 2010 Rp. 5.495.846. 
 
4.2.1.4 Penyajian PPN dalam Neraca 
 
Terdapat perbedaan bentuk penyajian 
neraca jika dibandingkan dengan tahun 2010. 
Kalau tahun 2009 disajikan dalam bentuk 
langsung, namun tahun 2010 disajikan dalam 
bentuk bertahap. Ini disesuaikan dengan UU 
PPN terbaru No. 42 Tahun 2009. 
 
4.2.1.5 Pelaporan PPN 
 
CV. Family melaporkan dan 
mempertanggung jawabkan pajak yang 
terutang serta melaporkan pengkreditan Pajak 
Masukan terhadap Pajak Keluaran dengan 
menggunakan Surat Pemberitahuan dalam 




Pembahasan yang dilakukan adalah 
melakukan analisis atas penerapan PPN 
Masukan dan Keluaran pada CV. Family.  
 
4.2.2.1 Penerapan PPN atas Pajak 
Masukan 
 
CV. Family sudah menerapkan PPN 
Masukan dengan melakukan pembelian 
dengan PKP. Namun terdapat juga pembelian 
dari Non PKP, perusahaan tidak dipungut 
PPN sehingga tidak mendapat Faktur Pajak 
yang dapat dikreditkan. Dalam mengatasi 
PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, 
perusahaan meminta kepada supplier PKP 
untuk memberikan Faktur Pajak pada saat 
penyerahan barang walaupun belum 
dilakukan pembayaran. Selain meminta 
Faktur Pajak saat penyerahan barang, 
perusahaan juga melakukan banyak 
pembelian dengan PKP jika terdapat banyak 
penjualan pada bulan-bulan tertentu.  
 
 
4.2.2.2 Penerapan PPN atas Pajak 
Keluaran 
 
CV. Family dalam hal penjualan 
kepada non PKP telah menerapkan pajak 
keluaran dan PPN Keluaran yang dipungut 
CV. Family termasuk dalam harga penjualan 
(Harga sudah termasuk PPN).  
Kemudian dapat diketahui bahwa 
dalam pembuatan Faktur Penjualan, 
perusahaan menyesuaikan dengan tanggal 
penjualan atau penyerahan barang kepada 
non PKP yang penjualannya berupa 
penjualan tunai ataupun penjualan kredit.  
Perusahaan seharusnya dapat 
mempertimbangkan cara-cara seperti 
yang diatur dalam Undang-Undang 
Perpajakan untuk dapat meminimalkan 
jumlah Pajak Pertambahan Nilainya atau 
paling tidak akan berguna untuk menunda 
pembayaran PPN Terutang, misalnya 
dengan  cara  menunda pengkreditan 
faktur pajak. 
 
4.2.2.3 Analisis SPT Masa PPN 
 
Dari Analisis SPT Masa PPN tahun 
2009 dan 2010, terlihat bahwa penerapan 
PPN pada CV. Family lebih mengoptimalkan 
PPN Masukan yang dapat dikreditkan dengan 
memanfaatkan celah pada Undang-Undang 
PPN 18/2000 terbaru UU PPN 42/2009, yaitu 
pengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak 
Keluaran dapat dikreditkan selambat-
lambatnya 3 (Tiga) bulan berikutnya dari 
akhir bulan Masa Pajak. Dengan demikian, 
pada bulan-bulan tertentu terdapat PPN Lebih 
Bayar yang dapat dikompensasikan serta 
dapat meminimalkan PPN Kurang Bayar 
tanpa melalaikan penerapan PPN dengan baik 
dan benar yang sesuai dengan Undang-
Undang PPN yang berlaku. 
 
4.2.2.4 Penyajian PPN dalam Neraca 
 
Yang berkaitan dengan penyajian 
PPN yaitu: 
1. Neraca 2009 
Hutang Pajak terdiri dari Hutang PPh ps. 
25 Rp. 1.103.900 dan Hutang PPN Rp. 
1.075.375 yang terutang pada akhir tahun 
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bulan Desember dan akan dibayar pada 
periode berikutnya sebesar Rp. 2.179.275. 
2. Neraca 2010 
a. PPN Masukan (PM) dan PPN 
Keluaran (PK)  
Pajak Masukan pada bulan Januari 
sampai November 2010 sebesar Rp. 
297.612.370 dan Pajak Keluaran  
bulan Januari sampai November 2010 
sebesar Rp. 301.670.509, yang 
pengkreditan PK terhadap PM 
menghasilkan PPN kurang bayar 
sebesar Rp. 4.058.139 yang telah 
disetor selama tahun berjalan. 
b. Hutang PPN 
PPN terutang Desember yang 
merupakan selisih antara PK sebesar 
Rp. 27.955.068 dengan PM sebesar 
Rp. 26.517.361  menghasilkan PPN 
kurang bayar sebesar Rp. 1.437.707. 
 
4.2.2.5 Pelaporan Pajak Pertambahan 
Nilai  
 
Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2009 
dan 2010 sudah hampir sesuai dengan 
Undang-Undang PPN yang berlaku. Namun 
terdapat beberapa SPT tidak dilaporkan sesuai 
jangka waktu yang ditentukan, yaitu batas 
waktu pelaporan disampaikan tanggal 20 
bulan berikutnya setelah Masa Pajak yang 
bersangkutan (UU 18/2000)/akhir bulan 
berikutnya setelah Masa Pajak (UU 42/2009) 
 
V  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasar atas hasil penelitian dan 
pembahasan atas penerapan PPN dalam 
perhitungan dan pelaporan pada CV. Family 
dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Penerapan PPN dalam perhitungan dan 
pelaporan CV. Family dari tahun 2009 
sampai dengan tahun 2010 hampir sesuai 
dengan Undang-Undang PPN No. 
18/2000 dan terbaru No. 42/2009. Metode 
yang digunakan adalah metode 
pengkreditan Pajak Masukan terhadap 
Pajak Keluaran. Namun ada beberapa 
bagian untuk pelaporannya masih ada 
sedikit kendala, yaitu pelaporan 
melampaui batas waktu. Hal ini terjadi 
karena pada saat yang bersangkutan ada 
waktu-waktu dimana pada tanggal jatuh 
tempo, yaitu tanggal 20 bulan 
berikutnya/akhir bulan berikutnya setelah 
Masa Pajak (UU 42/2009) merupakan 
hari libur/hari besar sehingga tidak bisa 
dilaporkan. Kemudian dalam pengisian 
SPT Masa PPN untuk pelaporan masih 
terdapat beberapa kekeliruan, seperti 
adanya pembetulan SPT. 
2. Melalui penerapan PPN pada CV. Family, 
yaitu adanya pembelian dan penjualan 
Barang Kena Pajak yang dipungut PPN 
sehingga dari selisih jumlah Pajak 
Masukan dengan Pajak Keluaran 
menghasilkan PPN Kurang/Lebih Bayar 
pada setiap akhir bulan, hal ini sudah 
sesuai dengan Undang-Undang No. 42 




        Adapun saran yang dapat diberikan 
oleh penulis yaitu sebagai berikut: 
1. CV. Family akan lebih baik jika dalam 
pembuatan SPT Masa PPN disiapkan 
lebih awal jauh sebelum tanggal jatuh 
tempo pelaporan. Sehingga suatu saat 
pada tanggal jatuh tempo merupakan hari 
libur atau hari besar, maka CV. Family 
bisa lebih awal melaporkannya. Untuk 
pengisian SPT Masa PPN diharapkan agar 
lebih teliti lagi dalam pengisiannya agar 
tidak ada yang terlewatkan. 
2. Untuk menyeimbangkan pengkreditan 
Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran 
dalam perhitungan PPN Kurang/Lebih 
Bayar CV. Family, sebaiknya dilakukan 
dengan memadankan Pajak Masukan 
dengan Pajak Keluaran dengan 
memanfaatkan batas waktu pengkreditan 
Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran 
yang sesuai dengan Undang-Undang yang 
berlaku. Diperlukan Penerapan Akuntansi 
Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dan 
benar dalam menentukan besarnya Pajak 
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